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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber hukum dalam 
Islam serta menjelaskan hierarki, fungsi, dan relevansinya dalam menjawab berbagai 
persoalan hukum kontemporer melalui pendekatan kajian pustaka. Penelitian 
menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data 
diperoleh dari berbagai literatur klasik dan kontemporer, meliputi kitab ushul fikih, 
buku ilmiah, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Data 
dianalisis menggunakan teknik content analysis melalui tahapan reduksi data, 
kategorisasi, interpretasi, dan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang 
komprehensif mengenai konsep dan perkembangan sumber-sumber hukum Islam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber hukum Islam terdiri atas 
sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sumber hukum 
sekunder yang meliputi ijma', qiyas, dan berbagai metode ijtihad lainnya, seperti 
istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf, dan sadd al-dzari'ah. Keseluruhan sumber 
hukum tersebut membentuk sistem hukum yang hierarkis, komprehensif, dinamis, 
dan adaptif sehingga mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan modern tanpa 
mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
integrasi pendekatan ushul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah memperkuat kemampuan 
hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi, transformasi digital, 
ekonomi, kesehatan, dan perubahan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada 
penyajian sintesis komprehensif mengenai hubungan antarsumber hukum Islam 
dengan mengintegrasikan perspektif klasik dan kontemporer melalui pendekatan 
maqāṣid al-syarī'ah, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual 
terhadap pengembangan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
khazanah keilmuan ushul fikih serta menjadi rujukan konseptual bagi akademisi, 
peneliti, dan praktisi dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam yang 
kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. 

Keywords: As-Sunnah, Ijtihad, Maqāṣid al-Syarī'ah, Sumber Hukum Islam.  
 

A. Introduction 

Islam merupakan agama yang bersifat syāmil (komprehensif) yang mengatur seluruh 
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aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah Swt. maupun 
hubungan dengan sesama manusia. Sebagai suatu sistem kehidupan, Islam tidak 
hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga memberikan pedoman hukum 
yang mengatur berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hingga 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan hukum Islam bertujuan 
untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah), menjaga keadilan, serta melindungi 
lima tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta (Kamali, 2003; Al-Syāṭibī, 2004). Oleh karena itu, pemahaman 
mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam menjadi hal yang sangat penting 
sebagai dasar dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan kehidupan 
yang terus mengalami perkembangan. 

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya 
karena bersumber dari wahyu Allah Swt. yang kemudian dijelaskan melalui sunnah 
Rasulullah saw. Menurut Hallaq (2009), hukum Islam merupakan sistem normatif 
yang berkembang melalui interaksi antara teks wahyu dengan aktivitas intelektual 
para ulama dalam melakukan ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan 
hukum Islam tidak hanya bergantung pada teks Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga 
melibatkan metodologi penggalian hukum (istinbāṭ al-aḥkām) yang sistematis melalui 
disiplin ilmu ushul fikih. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kemampuan 
untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan landasan 
normatifnya. 

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan paling utama dalam Islam karena 
mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan yang bersifat universal dan abadi. 
Seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya harus merujuk kepada Al-Qur'an 
sebagai pedoman utama umat Islam (Az-Zuhaili, 1986). Akan tetapi, Al-Qur'an tidak 
menjelaskan seluruh persoalan kehidupan secara rinci. Banyak ayat yang bersifat 
global (mujmal) sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui sunnah Nabi 
Muhammad saw. Sunnah berfungsi sebagai penjelas (bayān), penguat (ta'kīd), bahkan 
penetap hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-
Qur'an (Khallaf, 1978). Oleh karena itu, hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penetapan 
hukum Islam. 

Seiring berkembangnya masyarakat Islam, muncul berbagai persoalan baru yang 
tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kondisi tersebut 
mendorong para sahabat, tabi'in, dan para ulama untuk mengembangkan metode 
ijtihad sebagai upaya menemukan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan 
kontemporer. Dari proses tersebut lahirlah sumber-sumber hukum lain seperti ijma', 
qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd al-dzari'ah, dan 'urf yang kemudian 
menjadi bagian penting dalam metodologi ushul fikih (Kamali, 2003). Keberadaan 
metode-metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas 
yang tinggi dalam merespons perubahan sosial, budaya, ekonomi, maupun 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
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Dalam konteks kehidupan modern, perkembangan teknologi informasi, ekonomi 
digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), transaksi keuangan syariah, 
bioteknologi, hingga persoalan lingkungan hidup telah melahirkan berbagai isu 
hukum yang memerlukan kajian mendalam berdasarkan sumber-sumber hukum 
Islam. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan 
memahami teks secara literal, melainkan membutuhkan pendekatan ijtihad yang 
mempertimbangkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) dan kemaslahatan umat 
(Auda, 2008). Oleh sebab itu, pemahaman mengenai sumber-sumber hukum Islam 
menjadi semakin relevan dalam menjawab tantangan zaman serta memastikan bahwa 
hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai 
keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. 

Meskipun kajian mengenai sumber-sumber hukum Islam telah banyak dibahas dalam 
literatur klasik maupun kontemporer, masih terdapat perbedaan pandangan 
mengenai hierarki, ruang lingkup, serta penerapan berbagai metode ijtihad dalam 
menyelesaikan persoalan hukum modern. Sebagian ulama lebih menekankan 
pendekatan tekstual terhadap Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan sebagian lainnya 
mengembangkan pendekatan kontekstual melalui konsep kemaslahatan, maqāṣid al-
syarī‘ah, dan perubahan sosial. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian 
mengenai sumber-sumber hukum Islam masih memiliki relevansi akademik yang 
tinggi untuk terus dikaji melalui pendekatan kajian pustaka yang komprehensif 
dengan mengintegrasikan pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer. 

Kajian pustaka mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam diharapkan dapat 
memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai kedudukan Al-Qur'an, 
sunnah, ijma', qiyas, serta berbagai metode ijtihad lainnya sebagai dasar penetapan 
hukum Islam. Selain itu, kajian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkuat 
pemahaman terhadap dinamika perkembangan hukum Islam sehingga mampu 
menjawab berbagai persoalan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar 
syariat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memperkaya 
khazanah keilmuan ushul fikih sekaligus memberikan landasan konseptual bagi 
pengembangan hukum Islam yang adaptif, moderat, dan berorientasi pada 
kemaslahatan umat. 

B. Methods 

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian pustaka merupakan metode penelitian yang 
bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis 
berbagai sumber literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang 
komprehensif mengenai suatu konsep atau fenomena ilmiah (Creswell & Creswell, 
2018; Zed, 2018). Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan untuk menganalisis 
konsep sumber-sumber hukum dalam Islam, meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', 
qiyas, serta berbagai metode ijtihad lainnya yang berkembang dalam disiplin ilmu 
ushul fikih. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data 
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sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti kitab-kitab ushul fikih, 
buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding ilmiah, 
serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam. Literatur 
yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi yang memiliki kredibilitas 
akademik tinggi, baik karya ulama klasik maupun pemikir Islam kontemporer. 
Beberapa referensi utama yang dijadikan rujukan antara lain karya Abdul Wahhab 
Khallaf (1978), Wahbah Az-Zuhaili (1986), Mohammad Hashim Kamali (2003), Jasser 
Auda (2008), Wael B. Hallaq (2009), serta berbagai artikel ilmiah yang diterbitkan 
dalam jurnal bereputasi selama sepuluh tahun terakhir untuk memperkuat analisis 
terhadap perkembangan kajian hukum Islam kontemporer. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan 
menelusuri, membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mencatat informasi 
yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui 
berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, Crossref, dan 
Garuda, dengan menggunakan kata kunci seperti Islamic law sources, ushul fiqh, Al-
Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, maqasid al-shariah, serta sumber-sumber hukum Islam. 
Selanjutnya, literatur yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi tema, kualitas 
publikasi, kebaruan referensi, serta kesesuaian dengan tujuan penelitian sehingga 
hanya sumber-sumber yang memiliki validitas akademik yang digunakan dalam 
proses analisis. 

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) 
sebagaimana dikemukakan oleh Krippendorff (2018). Analisis dimulai dengan proses 
reduksi data melalui pengelompokan literatur berdasarkan tema-tema utama, seperti 
konsep dasar hukum Islam, klasifikasi sumber hukum primer dan sekunder, fungsi 
masing-masing sumber hukum, serta penerapan metode ijtihad dalam menjawab 
persoalan kontemporer. Tahap berikutnya adalah penyajian data melalui penyusunan 
hasil kajian secara sistematis, kemudian dilakukan interpretasi secara kritis dengan 
membandingkan berbagai pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer. 
Melalui proses tersebut diperoleh sintesis yang komprehensif mengenai kedudukan, 
fungsi, serta relevansi sumber-sumber hukum Islam dalam menjawab dinamika 
perkembangan masyarakat modern. 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi 
sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi 
primer dan sekunder sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih objektif dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2014). Selain itu, proses 
analisis dilakukan secara kritis dengan memperhatikan konsistensi argumentasi, 
kesesuaian teori, serta perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Dengan 
demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang 
komprehensif mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam serta relevansinya 
dalam pengembangan hukum Islam di era modern. 

C. Results and Discussion 

Results 
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Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan bahwa sumber-sumber hukum dalam 
Islam merupakan landasan utama yang digunakan dalam menetapkan hukum 
terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Sumber-sumber hukum 
tersebut memiliki kedudukan yang bertingkat dan saling melengkapi sehingga 
membentuk suatu sistem hukum yang komprehensif, sistematis, dan mampu 
menjawab perkembangan zaman. Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan 
bahwa sumber hukum Islam terdiri atas sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan 
As-Sunnah, serta sumber hukum sekunder yang meliputi ijma', qiyas, dan berbagai 
metode ijtihad lainnya. Keseluruhan sumber hukum tersebut menjadi dasar dalam 
proses penetapan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta menjaga 
nilai-nilai syariat dalam kehidupan individu maupun masyarakat. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang 
memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem hukum Islam. Seluruh ketentuan 
hukum pada dasarnya harus berlandaskan kepada Al-Qur'an karena di dalamnya 
terkandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan manusia dengan Allah 
Swt., sesama manusia, serta lingkungan. Al-Qur'an memuat ketentuan mengenai 
akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum keluarga, ekonomi, hingga prinsip-prinsip 
keadilan sosial. Meskipun demikian, tidak seluruh persoalan dijelaskan secara rinci 
sehingga sebagian ketentuan masih memerlukan penjelasan dan pengembangan lebih 
lanjut. 

Kajian juga menemukan bahwa As-Sunnah memiliki peran yang sangat penting 
sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-
ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, memberikan contoh penerapan hukum 
dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
Al-Qur'an, serta menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan 
secara eksplisit. Dengan demikian, Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua sumber 
hukum yang tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam membentuk 
sistem hukum Islam yang utuh. 

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, hasil kajian menunjukkan bahwa ijma' memiliki 
peranan penting dalam perkembangan hukum Islam. Ijma' merupakan kesepakatan 
para ulama mengenai suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan secara tegas 
dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Keberadaan ijma' memberikan kepastian 
hukum sekaligus menjaga kesatuan pandangan umat Islam terhadap berbagai 
persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Melalui ijma', hukum 
Islam dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan 
prinsip-prinsip dasar syariat. 

Hasil kajian selanjutnya menunjukkan bahwa qiyas menjadi metode yang paling 
banyak digunakan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru. 
Qiyas dilakukan dengan cara menganalogikan suatu persoalan yang belum memiliki 
ketentuan hukum dengan persoalan lain yang telah memiliki dasar hukum karena 
memiliki sebab hukum yang sama. Melalui qiyas, hukum Islam mampu memberikan 
solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer yang muncul akibat perkembangan 
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ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, maupun perubahan sosial. 

Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak hanya 
bergantung pada empat sumber hukum utama, tetapi juga didukung oleh berbagai 
metode ijtihad lainnya, seperti istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd al-dzari'ah, 
dan 'urf. Metode-metode tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam 
menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung melalui Al-
Qur'an, As-Sunnah, ijma', maupun qiyas. Penggunaan berbagai metode tersebut 
menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan fleksibel 
sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa 
meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. 

Lebih lanjut, hasil kajian memperlihatkan bahwa perkembangan kehidupan modern 
telah melahirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan penetapan hukum secara 
lebih komprehensif. Perkembangan teknologi informasi, ekonomi digital, transaksi 
elektronik, kesehatan, lingkungan, hingga kecerdasan buatan menjadi contoh bidang 
yang membutuhkan kajian hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Dalam 
menghadapi persoalan tersebut, proses ijtihad menjadi instrumen yang sangat 
penting karena memungkinkan para ulama menetapkan hukum berdasarkan prinsip 
kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat. 

Secara keseluruhan, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa sumber-sumber 
hukum dalam Islam membentuk suatu sistem yang memiliki hubungan hierarkis dan 
saling melengkapi. Al-Qur'an menjadi dasar utama seluruh ketentuan hukum, As-
Sunnah berfungsi menjelaskan dan memperkuat ketentuan tersebut, sedangkan ijma', 
qiyas, serta berbagai metode ijtihad lainnya menjadi sarana untuk mengembangkan 
hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hubungan yang saling 
melengkapi tersebut menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi 
perubahan zaman serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan 
kehidupan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan 
kemaslahatan umat. 

Discussion 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan bahwa sumber-sumber hukum dalam 
Islam memiliki struktur yang hierarkis dan saling melengkapi dalam proses 
penetapan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', 
qiyas, serta berbagai metode ijtihad lainnya membentuk suatu sistem hukum yang 
komprehensif, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Sistem 
tersebut memungkinkan hukum Islam tetap menjadi pedoman dalam menjawab 
berbagai persoalan kehidupan, baik yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam nash 
maupun persoalan baru yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan dinamika sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harefa (2025) 
yang menjelaskan bahwa sumber-sumber hukum Islam harus dipahami melalui 
pendekatan ushul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah sehingga proses istinbāṭ al-aḥkām 
mampu menghasilkan hukum yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat 
kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. 
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Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang 
memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem hukum Islam. Seluruh proses 
penetapan hukum harus berlandaskan kepada Al-Qur'an karena di dalamnya 
terkandung prinsip-prinsip universal yang mengatur hubungan manusia dengan 
Allah Swt., sesama manusia, dan lingkungan. Selain memuat ketentuan mengenai 
akidah, ibadah, dan muamalah, Al-Qur'an juga menjadi dasar bagi pembentukan nilai 
keadilan, kemaslahatan, persamaan, serta tanggung jawab sosial. Temuan ini sejalan 
dengan penelitian Majid (2024) yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tetap menjadi 
fondasi utama dalam reformasi hukum Islam karena mengandung nilai-nilai 
universal yang mampu menjadi dasar pengembangan hukum pada berbagai konteks 
kehidupan modern. 

Selanjutnya, hasil kajian menunjukkan bahwa As-Sunnah memiliki fungsi yang tidak 
dapat dipisahkan dari Al-Qur'an karena berperan menjelaskan ayat-ayat yang masih 
bersifat umum, memperinci tata cara pelaksanaan hukum, memperkuat ketentuan 
yang telah ditetapkan, serta menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak 
dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an dan As-
Sunnah membentuk satu kesatuan yang menjadi dasar utama dalam pembentukan 
hukum Islam. Temuan ini didukung oleh penelitian Rizqi (2021) yang menjelaskan 
bahwa pemahaman terhadap sunnah harus ditempatkan sebagai implementasi 
praktis dari nilai-nilai Al-Qur'an sehingga keduanya menjadi landasan utama dalam 
pengembangan hukum Islam. 

Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa ijma' memiliki fungsi strategis dalam 
menjaga kepastian hukum dan kesatuan pandangan umat Islam. Kesepakatan para 
ulama menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tidak 
dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Melalui ijma', hukum 
Islam mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan 
prinsip-prinsip dasar syariat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yusuf (2024) yang 
menjelaskan bahwa pembaruan hukum Islam memerlukan adanya kesepakatan 
akademik dan kelembagaan agar hasil ijtihad memiliki legitimasi yang kuat serta 
dapat diterapkan secara luas dalam kehidupan masyarakat. 

Temuan mengenai qiyas menunjukkan bahwa metode analogi hukum tetap menjadi 
salah satu instrumen utama dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. 
Perkembangan ekonomi digital, teknologi informasi, kesehatan, dan transaksi 
elektronik melahirkan persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan secara 
eksplisit dalam nash sehingga memerlukan pendekatan analogi berdasarkan 
kesamaan 'illat. Hasil kajian ini sesuai dengan penelitian Harefa (2025) yang 
menyatakan bahwa qiyas masih memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan 
hukum Islam modern karena mampu menghubungkan persoalan baru dengan 
prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. 

Selain qiyas, hasil kajian juga menunjukkan bahwa metode ijtihad lain, seperti istihsan, 
maslahah mursalah, istishab, 'urf, dan sadd al-dzari'ah, memiliki kontribusi yang besar 
dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer. Penggunaan metode-
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metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi 
dalam merespons perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
dasar syariat. Temuan ini didukung oleh penelitian Marwah (2025) yang menyatakan 
bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi dasar utama dalam penggunaan 
berbagai metode ijtihad sehingga hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan 
masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, 
kesehatan, dan lingkungan. 

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa karakteristik utama sumber-sumber 
hukum Islam terletak pada kemampuannya mengintegrasikan pendekatan normatif 
dengan pendekatan kontekstual. Hukum Islam tidak hanya mempertahankan otoritas 
Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama, tetapi juga memberikan ruang bagi 
proses ijtihad dalam menghadapi perubahan masyarakat. Temuan ini selaras dengan 
penelitian Masyhadi (2025) yang menjelaskan bahwa pengembangan hukum Islam 
kontemporer harus mengintegrasikan pendekatan ushul fikih dengan maqāṣid al-
syarī'ah agar hukum yang dihasilkan tetap relevan terhadap perubahan sosial tanpa 
menghilangkan nilai-nilai dasar syariat. 

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, hasil kajian menunjukkan bahwa 
kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi syariah, bioteknologi, dan 
isu lingkungan telah menghadirkan tantangan baru dalam penetapan hukum Islam. 
Kondisi tersebut menuntut proses ijtihad yang lebih komprehensif dan 
multidisipliner agar hukum Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai 
persoalan yang terus berkembang. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Reza (2025) 
yang menyatakan bahwa penerapan maqāṣid al-syarī'ah menjadi pendekatan yang 
efektif dalam penyusunan fatwa dan pengembangan hukum Islam kontemporer 
karena berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 
sebagai tujuan utama syariat. 

Secara keseluruhan, hasil kajian pustaka ini menunjukkan bahwa berbagai penelitian 
dalam lima tahun terakhir memiliki pandangan yang konsisten mengenai pentingnya 
sumber-sumber hukum Islam sebagai fondasi dalam pembentukan hukum yang 
adaptif terhadap perkembangan zaman. Al-Qur'an tetap menjadi sumber hukum 
utama, As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap, sedangkan ijma', qiyas, 
serta berbagai metode ijtihad lainnya menjadi instrumen dalam mengembangkan 
hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, 
temuan penelitian ini semakin memperkuat bahwa sistem sumber hukum Islam 
memiliki karakter yang komprehensif, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan 
sehingga tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer tanpa 
mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. 

D. Conclusions 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum 
dalam Islam terdiri atas Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta berbagai metode 
ijtihad lainnya yang membentuk suatu sistem hukum yang hierarkis, komprehensif, 
dan adaptif dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan. Al-Qur'an dan As-
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Sunnah menjadi sumber hukum utama, sedangkan ijma', qiyas, dan metode ijtihad 
lainnya berfungsi sebagai instrumen pengembangan hukum Islam agar tetap relevan 
dengan dinamika masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Temuan ini 
memberikan implikasi bahwa pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam 
perlu dikembangkan secara kontekstual melalui pendekatan ushul fikih dan maqāṣid 
al-syarī'ah sehingga mampu menjadi landasan dalam penyelesaian berbagai persoalan 
kontemporer, seperti ekonomi digital, teknologi, kesehatan, dan lingkungan. 
Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya 
menggunakan pendekatan kajian pustaka sehingga analisis yang dihasilkan 
bergantung pada literatur yang dikaji dan belum didukung oleh data empiris 
mengenai implementasi sumber-sumber hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. 
Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan 
empiris, studi kasus, atau metode campuran (mixed methods) untuk mengkaji 
penerapan sumber-sumber hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan, 
sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi dan 
implementasinya dalam menjawab tantangan masyarakat modern. 
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